PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 12 Februari 2025 Halaman: 1

Tak Bisa
Sembarangan WFH

‘W Pastikan Layanan Publik Tetap Terjaga

. SLEMAN, TRIBUN - Pemerintah

TUN GGU Kabupaten (Pemkab) Sleman mem- i i

OISO  ©...c. . o o o e
m Pemda di DIY m rtimbangkan g e
! s seiring kebijakan efisiensi anggar- .

A TSRl <. S s, averapian. i Misalnya pelayan-
kebijakan efisiensi anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Dae- an paiak’ ifu ada
Namun demikian, penerapan WFH rah (APBD) terutama yang ditransfer o

akan dilakukan dengan melalui dafiKgx‘:xlsat m‘;}‘l"s‘n tajam. SE (Surat Yang mas,h tatap
berbagai pertimbangan dan masih menunggu ural H
menunggu arahan dgan pusat. Edaran) dari Kemendagri. Menghi- mukﬂ, Walau kal_n'
Keputusan sistem WFH atau WFO tung pemotongan dana transfer dari ada Iayanan Onllne.
perlu mendapatkan kesepakatan pusat. Jika pendapatan APBD me- . .
dengan pemerintah kabupaten/kota nurun drastis, baru mengkaji lebih lad'/ hafus wait
lainnya, termasuk Pemda DIY

Sistem ini akan diterapkan, ® kehalaman 11 and see du,u'
misalnya jika Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) dari pusat merosot tajam

Penerapan WFH maupun WFA tak

bisa dilakukan sembarangan

karena dilakukan menyesuaikan

dengan karakieristik pekerjaannya.

Pelayanan pajak misalnya, ada

yang masih tatap muka, walau

sudah ada layanan

berbasis online.

Kebijakan WFH

tersebut bisa

dilakukan de-

ngan catatan

bisa memas-

tikan bahwa

pelayanan ity

publik tidak

terganggu.

GRAFIS: FAUZIARAKHMAN



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id

Tak Bisa

® Sambungan Hal 1

lanjut (terkait WFH),” kata
Sekda Kabupaten Sleman,
Susmiarto, Selasa (11/2).

Opsi WFH bagi pegawai di
lingkungan pemerintah ini
menguat sebagai bagian dari
-efisiensi anggaran. Hal ini
seiring rencana pemerintah
pusat yang sedang menggo-
dok aturan fleksibilitas ker-
Jja bagi aparatur sipil negara
(ASN).

Pemda DIY sendiri tengah
melakukan kajian mendalam
terkait kebijakan itu dengan
harapan dapat melakukan
penghematan. Pemerintah
Pusat juga ramai menerap-
kan WFH maupun kerja di
mana saja (WFA) demi efisi-
ensi karena anggarannya di-
potong lebih dari 50 persen.

Sedangkan pemerintah

kata

bijakan tersebut dengan ca-
tatan bisa memastikan bah-
wa pelayanan publik tidak
terg;

Penjabat (Pj) Wali Kota
Yogya, Sugeng Purwan-
to

‘menggabungkan kepala dan
pegawai dalam satu ken-
daraan dinas jika ada satu
kegiatan yang ditangani oleh
beberapa OPD.
“Kalau, bisa, tidak perlu
din:

B
®

WFH belum akan diterapkan
di Pemkot Yogya. Di sam-
ping itu, program-program
penting yang bersentuhan
langsung dengan masyara-
kat juga dipastikan tidak ter-
dampak efisiensi anggaran.
“Memang ada program
yang harus kita lakukan
dengan penghematan. Tapi,
tentu bukan pada kegiatan
yang wajib mengikat dan
program-program yang sa-
ngat penting,” kata Sugeng,
Selasa (11/2).
» Sejauh ini, upaya penghe-
matan yang dilakukan oleh
pihak Pemkot Yogyakarta
dengan menghemat listrik
dan air. Upaya tersebut mau
tak mau harus dit h ka:

berbeda dengan pemerintah
pusat. Pemkab memberikan
layanan langsung kepada
masyarakat sedangkan pe-
merintah pusat memberikan
layanan kepada Pemerintah
Daerah, lembaga maupun
usaha 3

Kendati demikian, opsi
WFH bukan berarti tidak
mungkin juga dilakukan di
kabupaten selama tidak me-
ngurangi kualitas layanan
publik. “Mungkin (diterap-
kan di kabupaten). Mengi-
kuti kebijakan pusat, selama
tidak mengurangi kualitas
layanan publik,” katanya.

arahan

Sementara itu, Pemkab
Bantul masih menunggu
arahan dari Kementerian
Dalam Negeri. Termasuk
dengan ada atau tidaknya
penerapan work from anyw-
here (WFA), gerakan hemat
listrik, dan air seperti yang
kemungkinan dilakukan
oleh Pemerintah DIY.

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Ka-
bupaten Bantul, Trisna Ma-
nurung mengatakan bahwa
penerapan WFA tak bisa di-
lakukan sembarang. Sistem
ini juga harus tergantung
dengan Karakteristik peker-
Jjaannya.

“Itu harus dipersiapkan
betul. Misalnya pelayanan
pajak, itu ada yang masih
tatap muka, walau kami ada
layanan online. Jadi, harus
wait and see dulu,” ujar Tris-
na, Selasa (11/2).

Akan tetapi, menurut
Trisna, apabila ada efisiensi
anggaran yang terlalu da-
lam, maka tidak menutup

daerah, demi ‘pengencangan
ikat pinggang’.
Perlu

Pemkab Kulon Progo juga
menyiapkan skema pem-
bagian WFH dan work from
office (WFO) untuk para
pegawainya. “Kami sedang
‘mengkaji opsi tersebut, na-
mun tetap perlu koordina-
si,” kata Sekretaris Daerah
Kulon Progo, Triyono, Selasa
(11/2).

Menurutnya, keputus-
an sistem WFH/WFO perlu
mendapatkan- kesepakatan
dengan pemerintah kabupa-
ten/kota lainnya. Termasuk
dengan Pemerintah Daerah
(Pemda) DIY, yang menurut
informasi juga sedang meng-
kaji opsi tersebut.

Jika nantinya opsi terse-
bul diberlakukan, Triyono

akan banyak
ke'nda]a Sebab sistem seru-
pa juga pernah diterapkan
saat masa pandemi Co-
vid-19. “Keputusannya me-
nunggu hasil kesepakatan
antar pemerintah kabupa-
ten/kota dan Pemda DIY,"
jelasnya.

Triyono mengatakan, ko-
ordinasi terus dilakukan
dengan Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) dan
Badan Perencanaan Pem-
bangunan Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) terkait
mana saja yang bisa dipang-
kas. Salah satunya dari alat
tulis kantér (ATK), utilitas
seperti listrik, hingga peng-
‘gunaan bahan bakar minyak
(BBM) untuk

banyak
yang digunakan agar peng-
gunaan BBM bisa lebih efisi-
en,” ujar Triyono.

fa saat ini juga belum
bersedia menandatangani
usulan perjalanan dinas dari
para kepala OPD demi me-
mastikan efisiensi anggaran
dipatuhi. Sebab anggaran
perjalanan dinas saat ini
juga dipangkas hingga 50
persen.

Triyono hanya memberi-
kan izin untuk perjalanan
dinas yang bersifat sangat
penting atau karena adanya
undangan dari pusat. Pe-
mangkasan juga berimbas
pada anggaran perjalanan
dinas para anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).

“Saya sudah berkoordinasi
dengan Sekretaris DPRD Ku-
lon Progo karena anggaran
perjalanan dinasnya terpak-
sa dikurangi juga,” katanya.

deteksi

Kepala Pelaksana Badan
ncana

syarakat,” jelasny:
Sistem perlngalan dini
yang akurat menjadi priori-
tas utama di DIY. Ardhianto
memastikan sistem peman-
tauan dan informasi gempa
‘bumi tetap beroperasi sesuai
prosedur operasional stan-
dar (SOP), dengan pemeli-
haraan yang tetap berjalan
demi menjamin keandalan
sistem.
Stasiun Meteorologi
BMKG Yogyakarta, Warjono
juga mengonfirmasi layanan
informasi cuaca dan peri-
ngatan dini cuaca ekstrem
tetap berjalan lancar. “Efisi-
ensi tidak berarti pengurang-
an layanan, tapi peningkatan
efektivitas dan efisiensi sum-
ber daya,” katanya.
Industri MICE
terdampak
Wakil Ketua Perhimpun-
an Hotel dan Restoran Indo-
nesia (PHRI) Gunungkidul
Andreas Supriyadi menga-
takan, efisensi anggaran di-
pastikan berdampak signi-
fikan bagi industri Meeting,
Incentives, Conventions, and
Exhibitions (MICE) di Gu-
nungkidul.
Mesk!pun pangsa p:
pemerintah untuk MICE di
G idul tidak sebesar

Be
Daerah (BPBD) DIY, Noviar
Rahmad, angkat bicara ter-
kait dampak efisiensi ang-
garan yang terjadi di bebe-
rapa lembaga, termasuk Ba-
dan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika (BMKG).
“Yang dipangkas itu ada-
-anggaran yang
ﬂdak berkaitan langsung de-
ngan pelayanan .
Saya yakin bahwa anggaran
yang ada di BMKG terkait
dengan prediksi cuaca itu
masih berfalan,” ujar Noviar.
Kepala Stasiun Geofisika
Sleman, Ardhianto Septiadhi
menegaskan bahwa meski-
pun anggaran untuk pemeli-
haraan alat-alat deteksi ben-
cana dipangkas hingga 71

di Kota Yogyakarta. Namun,
kontribusinya cukup signifi-
kan mencapai hingga lebih
dari 20 persen tamu yang
datang ke Gunungkidul,”
ujarnya saat dikonfirmasi
pada Selasa (11/2).
Meskipun belum ada per-
hitungan pasti, efeknya su-
dah mulai dirasakan para
pengelola MICE. Dari penda-
taan seluruh anggota PHRI
Gunungkidul menyampai-
kan, Januari-Desember ta-
hun ini, sama sekali belum
ada pemesanan MICE dari
erintah.

“Padahal, biasanya mo-
‘men seperti ini apalagi men-
dekati puasa seharusnya
sudah ada, misalnya kegiat-

persen, layanan operasional an buka puasa bersama atau
di DIY tetap berjalan dengan ~ halal bihalal,” ujarnya.
baik dan tidak Dia di

\gguan.

“Kami pastikan layanan
operasional di DIY masih
berjalan dengan baik dan
siap melayani masyarakat,
termasuk dalam memberi-
kan informasi terkait gempa
bumi,” ujar Ardhianto, Sela-
sa (11/2).

Ardhianto menyebut, efi-
siensi anggaran tidak ber-

lampak signifikan pada ke-
dan

Menurutnya, bisa saja
penghematan BBM dilaku-
kan dengan mengurangi

bagi Pemkab
Bantul bisa menerapkan ke-

dinas yang di-
gunakan. Misalnya dengan

‘mitigasi bencana. “Efisiensi
tidak mengganggu layanan
operasional. Kami tetap da-
pat memberikan informasi
secara optimal kepada ma-

tempat penginapan yang
dikelolanya yakni Drini Hil-
Is, biasanya dalam setahun
paling tidak ada enam kali
pemesanan MICE dari peme-
rintah. “Tahun ini satu pun
tidak ada pemesanan, semu-
anya maslh wait and see.”
ungkapn

Lebth lanjut Andreas me-
nuturkan, dengan adanya
kebijakan efisensi anggaran
ini, PHRI se-Indonesia bakal
menggelar musyawarah na-
sional (Munas) untuk mem-
bahas kebijakan perihal
efisensi anggaran tersebut.
ndg/han falx/nei)
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